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PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG 

 
Menimbang  : a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa 
Pajak Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting 
guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah; 
 

  b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan 
pemungutan pajak dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan dengan Peraturan 
Daerah tentang Pajak Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang–Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3262) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4740); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa 
Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3684); 

  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

  10. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

  11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

  13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 
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  14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

  15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomlor 4578); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 
 


